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KAi'A WMAAiTAR

Saya ucapkan alhamdulillah atas gegala rahmat dan 

karunia dari Allah SkT, karena atae perkenan dariNya maka 

Baya dapat menyelesaikan Bkripsi i n i ,  eebagai salah satu 

persyaratan untuk menyelesaikan studi dan mencapai ge lar  

sarjana hukum d i  iaku ltas  iiukum Univereitas Air langga Sura­

baya.

Selama penyusunan akripsi i n i ,  eaya telah menerima 

banyak bantuan dar i  berbagai pihak, baik secara moril mau- 

pun m a te r i i l ,  yang sangat menentukan dan berpengaruh besar 

bag! penyelesaian skr ips i  in i .  01eh karena i tu ,  pada kesera- 

patan i n i  saya menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Soedalhar, S.tt. sebagai doeen pembimbing seka- 

l igu e  penguji,  yang telah banyak memberikan petunjuk 

ataupun saran dengan penuh perhatian;

2. Bapak Wisnoe Soesanto, S.ii. , Bapak Sumardji, S.H., 

Bapak Reinhard Rahaningmae, S .H , , MS. serta  Bapak 

Lilian iSipma Ratnelan, S.H*, KS., eebagai dosen penguji 

yang te lah memberikan banyak masukan yang bera r t i  

guna perbaikan skr ips i  in i ;

3* para guru besar, dosen, dan aeisten doBen di Fakul- 

taa Hukum Univereitas Airlangga Surabaya, yang telah 

aembekali saya dengan banyak ilmu pengetahuan selama 

mengikuti perkuliahan;
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4. seluruh karyawan Jbakultae Hukum Universitas A i r -  

langga Surabaya, yang telah banyak membantu baik 

secara langsung maupun tidak langsung dalam pe- 

ngurusan administraei ataupun kelancaran perku- 

l iahan;

5. i s t r i  saya t e r e in ta ,  yang dengan se t ia  dan penuh 

kesabaran serta  pengertiannya se la lu  memberikan 

dorongan m or i i l  yang tak terhingga banyaknya;

6* pamanda M, Dani Usman, kakak-kakak serta  kedua 

mertua, yang telah banyak membantu dan menyedia- 

kan sarana ataupun prasarana demi kelancaran pe- 

nyeleeaian ekr ips i  in i ;

7. rekan-rekan mahaeiswa serta para pihak yang tidak 

dapat saya sebutkan satu pereatu, yang telah mem- 

berikan eegala bantuan yang Baya perlukan sampai 

terselesaikannya skr ips i  in i ,

Akhirnya, saya berharap mudah-mudahan skrips i  in i  

dapat memberikan manfaat dan menambah perbendaharaan ilmu 

pengetabuan bagi para pembaca, khusuenya rekan mahaeiewa.

Surabaya, Ju l i  1989 

■t’enulis
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tihb 1 

PibfcDAhULUAN

1* Permasalahan; imtar -belakang dan Kumusannva

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasar atae 

Jiukum (Kechtsstaat ) ,  tidak berdasar atas kekuasaan belaka 

(Wachtsstaat) Oleh karena i tu ,  maka segala tindakan ^tau 

kebijaksanaan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan 

negara, harue didasarkan pada hukum yang berlaku. Bemil ian 

pula halnya dengan perilaku set.iap anggota/warga masyara- 

kat dalam berhubungan dengan sesama warga masyarakat dan 

sebagai warganegara, harus tunduk pada ketentuan hukum 

yang berlaku dan ditetapkan, baik t e r t u l i s  maupun tidak 

t e r t u l i s ,  agar t e r c ip ta  ketert iban di dalam masyarakat.

hengingat; Negara nepublik Indonesia merupakan suatu 

negara ag ra r is ,  di mana sebagian beear susunan kehidupan 

rakyatnya, termasuk perekonomiannya, masih bercorak agra­

r i s ,  maka pengaturan mengenai bidang agraria  adalali saugat 

penting. Pengaturan yang dimaksud, haruslah sesuai dengan 

kondis i ,  c i r i  ser ta  corak bangsa dan negara k i ta  yang ber- 

dasarkan ian cas i ia  dan Undang-undang l>asar 1945, agar tu- 

juan mewujudkan suatu masyarakat jang a d i l ,  makmur, baha- 

t,ia serta  se jahtera ,  dapat segera tercapai.

Penjelasan mengenai i i ist im Pemerintahan Negara 
menurut Undang-undang Lasar 1945*

1
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Pada tanggaJ 24 September I960 telah diundangkp i 

don mulai berlaku Und?ng-undang ^omor 5 ‘iahun I960 ten tang 

peraturan i'asar Pokok-pokok Agraria luembaran Negara Tahun 

I960 womor 104J, yang leb ih  terkenal dengan nama Undent-
n

undang Pokok Agraria Cee.Lanjutnya d is ingkat :  Dili.A). UUPA 

in i  merupakan peraturan dasar bagi hukum agraria na^icval,  

sphingga segala peraturan perundangan mengenai masaJah ag- 

ra r ip  baruo berpangkal pada ketentuan-ketentusn di dal 

UUPA. Oleli sebab i tu ,  Ul)PA hanja memuat *sas-asas aert - 

sop l-soa l  dal am garia be&arn^ °a ja ,  aedrngkan pelaksara- 

annya akan diatur di dalam beibagri undang-undang, pera­

turan pemerintah dan peraturan perundangan la imiya.

Seluruh bumi, a i r ,  dan ruang angkasa, termasuk ke- 

kayaan alam yang terkandun^ di dalamnya yang berada d i wi- 

layah Hepublik Indonesia, adalali kaka^aan nasional bangsa 

lndoneaia. A-ekayaan in i  merupakan karunia Tuhan Yang Maha- 

esa dan mempunyai fungsi yang sangat penting untuk memba- 

ngun m^eyarakat yang ad i l  dan makmur* Untuk i tu ,  Negara 

sebagai organisaei kekuanaan seluruh rakyat, berkewajiban 

roengatur dan mengueahakan agar kekayaan ini dapat dipeigu- 

lakan m»rta dimanfaatKan oecara maksinial untuk kemakmuian 

rakjat.  i tu lah nebabnya, maka bumi, « i r ,  dan ruang angka-

a, termasuk kekayaan alam .yang teikandung di dalamnya itu

2

p
Pada bagian kelifna dari bbiiit dLaebutkan bpftwa tfn- 

dang-undang in i  dapat dieebut Ondm»t -undang Pokok Agraria 
dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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pada tingkatan t e r t in g g i  dikuasai oleh Negara, Hal in i  re-  

suai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 jo pasal 1 ayat 2 da- 

r i  UUPA, atae dasar ketentuan pasal 33 ayat 3 Undang-un­

dang i>asar 1945*

Atas dasar hak menguasai dari Negara, menurut paral 

A ayat 1 UUirA, ditentukan adanya macam-macam hak atas prr- 

raukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan ke- 

pada dan dipunyai oleh orang-orang baik send ir i  raaupun 

bersama-sama dengan oran& la in  serta badan-badan hukum. 

dengan kata la in ,  orang-orang baik 3end ir i -send ir i  maupun 

bersama-sama dengan orang la in ,  atau badan-badan hukum, 

dapat memperoleh dan inempunyai hak-hak atae tanah. Adapun 

macam-macam hak atas tanah yang dimaksud, dapat d i l ih a t  

dalam pasal 16 ayat 1 UuPA, yakni;

a. hak m il ik ;

b. hak guna-ueaha;

c. hak guna-bangunan;

d. hak pakai;

e. hak eewa;

f .  hak membuka tanah;

g. hak memungut-hasil hutan;

h. hak-hak la in  yang tidak termasuk dalam hak-hak te r -  

sebut di atae yan^ akan ditetapkan dengan undang-un 

dang serta  hak-hak yang s i fa tnya  sementara sebagai 

yang disebutkan dalam pasal 53.

nak-hak yang e i la tnya  sementara menurut pasal 53 UUPA ada-
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A

lah hak gada i , hak usaha-bagi-nasi l , hak menumpang, d̂ in 

hak Bewa tanah pertanian.

iJari bermacaiii-macam hak a lar  tanah tersebut, h ik 

mil iklah yang merupakan hak turun-temurun, terkuat, dan 

juga teipenuh, yang dapat dipunynl orang atas tanah, 

kian ketentuan pasal 20 ayat 1 bUtA, bamun di dalam 'irori 

Penjelasan pasal 20 dinyatakan bahwa pembrrrian si f a t  inL 

tidak bera r t i  hak i tu  hak yang mutlak, tidak terbatap, dan 

tidak dapat diganggu-gu^at eepert i  pen# ert ian  hak ci* ndom 

pada jaman dulu. h.ata-kata trrkuat dan terpenuh i tu  d'tnak- 

sudkan untuk menunjukkan peibedaannya dengan hak-hak yang 

la in  s eper t i  hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak pr\kai, 

dan l a in - l a in ,  bahwa hak milik lah yang harus dipandang se- 

hagai hak yang f,t e r "  ^yakni; paling kuat dan paling prnuh) 

yang dapat dipunyai oran£ atas tanah.

Oleh karena s i fa tnya  yang demikian i tu ,  maka ponga- 

turan niengenai hak mil Ik atae tanaJi b e rs i fa t  leb ih  menon- 

jolkan aeas kebangsaan. Hal in i  dapat k ita  ketahui dari 

ketentuan pasal 21 ayat 1 UbiA yang menyatakan bahva hanya 

warganegara Indonesia saja yang dapat mempunyai hak mHik. 

In i  b e ra r t i ,  orang asinj tidak dapat mempunyai hak miTik 

atas tanah, sehingga pertuatan memindahkan hak mil ik  kepa- 

da seorang asing, d i larang ,  menurut pasal 26 ayat P UUPA. 

ftamun demikian, bagi or*ng asing yang memperoleh hak mil ik 

karena pewariean-tanpa-wasiat, atau percampuran harta ka­

rena perkawinan, maka yang bersangkutan wajib melepasl an
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hak i tu  dalam jangka waktu eatu tahun sejak diperolehnya 

hak tereebut. B i la  hal in i  tidak dilakukan sampai jangka 

waktu tersebut berakhir, maka hak tersebut hapus karena 

hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan 

bahwa hak la in  yang meinbebaninya, tetap berlangsung. Hal 

in i  d iatur dalam pasal 21 ayat 3 yang juga berlaku

bagi warganegara Indonesia yang mempunyai hak mil ik  dan 

kemudian kehilangan kewarganegaraannya atau terhadap mere- 

ka yang berkewarganegaraan rangkap, statusnya disamakan 

dengan mereka orang aeing. Sedangkan untuk badan-badan hu­

kum, pada dasarnya d i larang mempunyai hak m il ik  atas ta­

nah, namun pasal 21 ayat 2 UbJ?A menyatakan bahwa Pemerin- 

tah menetapkan badan-badan hukum tertentu yang dapat mem­

punyai hak m il ik  atas tanah dan syarat-syaratnya. Hal in i  

memungkinkan badan-badan hukum tertentu dapat mempunyai 

hak m il ik  atas tanah.

Dalam ilmu hukura, k i ta  mengenal adanya subjek hukum 

yang tidak ter lepas dari hukum p o s i t i f  yang mengaturnya. 

In i  dieebabkan eubjek i tu  mempunyai hak dan kewajiban yang 

timbul akibat berperannya dalam la lu  l in tao  atau hubungan 

hukum dengan subjek yang la in *  Hukum p o e i t i f  mengakui bah­

wa roanueia adalah yersoon yan^ mempunyai hak-hak dan kewa- 

j iban. uleh karena i tu ,  manueia merupakan subjek yang da­

pat memlllki hak-hak U u b je k t i f )  yang dilandaskan pada hu­

kum ( o b j e k t i f ) .  fcamun demikian, kenyataan di dalam masya-' 

rakat menunjukkan bahwa di eamping manusia, masih ada eub-

ADLN Perpustakaan Universitas Airlannga

Skripsi  
HAK MILIK ATAS TANAH SUATU BADAN HUKUM DI INDONESIA

MARYADI SURYA HARTADI



jek la in  yang disebut hadan hukum, sebagaimana dikataVan 

oleh G.S.T. Kansil ;

l*aLam dun in hukum perkataan orpng I persoon) ber^T+i 
pembawa hak, ya itu  eega.la sesuatu yang mempunyai Ĥ k 
dan kewnjiban dan disebut subjek hukum. Dewasa ini 
subjek hukum t e r d i i i  dar i ;
a. mpnusia (na tuur l i jk  persoonJi
b. badan hukum ^rechtspersoon).

Menurut sistem hukum k i ta ,  suatu badan baru da* \t 

dikatakan sebagai suatu badan hukum apabila sudah memrnuhi 

syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Syarat- 

syarat tersebut sangat bervar ias i  tergantung dari benluk 

badan hukum yang bersangkutan, baik badan hukum public ma- 

upun badan hukum pr lva t .  uadan-badan hukum in i  mempunyai 

hak-hak dan kewajiban aerrta kepentingan hukum dengan rub- 

jek la in  dalam la lu  l in ta r  atau hubungan hukum dl m*sy«ra- 

kat. iiak-hak tersebut dapat berupa hak-hak kebendaan, bah- 

wa suatu badan hukum mempunyai harta kekayaan sendir i  yvnt 

terpicah dari kekayaan orang perorangan atau pengurusny*« 

narta kekayaan i tu  bipa berupa benda-benda, baik bendp te-  

tap ataupun benda bergerak, atau juga hak-hak atas benda 

i tu ,  y^n^ harun diarggap d im i l ik i  oleh badan hukum di luar 

narta kekayaan penguruanya.

balam hubungannya dengan benda tetap yang d isetut 

tnnah, maka suatu badan hukum dapat Tnernperoleh dan mernpu- 

nyai hak-hak atas tanah, seruai ketentuan pasal 4 ayat 1

*5«'1. Kansi 1, 1 n t f r  llmu Hukum dan Tata Fukun 
Indonesia, cet .  11, £a lp i  I'ustaka, Jakarta, 198?, h. ]T7T~
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ulPA. flamun demikian, tidak temua hak-hak atas tanah dapat 

diberikan kepada dan dipunyai oleh badan-badan hukum pada 

umumnya, terutama hak m il ik  atas tanah. Hal in i  karena ha- 

nya orang warganegara Indonesia saja yang boleh mempunyai 

hak m il ik .  bedangkan badan-badan hukum, pada dasarnya t i ­

dak dapat mempunyai hak m i l ik ,  melainkan hak-hak atas tn- 

nah yang la in ,  sepert i  hak guna-usaba, hak guna-bangun^n, 

hak pakai, ataupun hak pengelolaan, sepert i  yang terdapit  

dalam Peraturan Centeri Dalam ^eger i  Nomor 6 Tahun 197? 

dan Nomor 5 '1‘ahun 1973*

Adanya badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak 

m il ik  atas tanah adalah sebagai pelaksanaan pasal 21 ay^t

2 UUiA melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 

tentan^ Jrenunjukan Badan-badan Hukum lang Dapat Mempunyai 

ttak M l i k  Atas lanah txjembaran Negara nepublik Indonesia 

Tahun 1963 Nomor 61; Penjela^an Tambahan Lembaran Negara 

Kepublik Indonesia Nomor 25555J, tanggal 19 Juni 1963. r>e- 

dangkan badan-badan hukum yang bergerak dalam lapangan no- 

s i a l  dan keagamaan, menurut pasal 49 ayat 1 UUPA, dapat 

ditunjuk sftbagai ladan-badan yant dap<*t mempunyai hak mf- 

l i k  atae tanah, sepanjang tanahnya diperlukan untuk usafia- 

nya dalam bidang eos ia l  dan keagamaan i tu .

Badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik 

atas tanah inenurut pasal 1 Peraturan Perrerintah Nomor 3B 

Tahun 1965 adalah:

a. bank-bank yang d id ir ikan  oleh Negara;

7
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b. pcrkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang d i-  

d ir ikan berdaaar a tar Uudang-undang l^omor 79 Taftun 

1958;

c. badan-badan keagamaan, yang ditunjuk oleh foenUrl 

JPertanian/Agraria setelah mfnden^ar Kenteri A*.^;'*;

d. badan-badan so c ia l ,  yang ditunjuk oleh Center) I r -  

tanian/^graria setelah mendentar i ienteri b o s i r l .

i 'emilikan tanah oleh badan-badan tersebut tidaklah b r ra - t i  

tak terbatas ,  melainkan masih ada pembataean-pembataran 

serta  syarat-syarat yan& diatur dalam pasal 2, 3 dan 4 'la­

r i  lern.luran i'emerintah di atac, terutama mengenai peru*i- 

tukan atau penggunaannya serta makaimum luaB tanahnya.

Lar i  uraian la ta r  belakang tersebut di atas, mak  ̂

permasalahan yang akan saya ana l is ia  dalam skr ips i  in i  da­

pat dirumuskan seba^ai berikut;

1. apakah e i f a t  dan c i r i - c i r i  hak milik  atas tanah me- 

nurut uUl'A ’*;

?. apa yang menjadi dasar hukum dan subjek hak milik 

atar tanah V;

5. men*apa badan hukum dapat sebagai subjek ?;

4. hak-hak atas tanah apa eaja bagi euatu badan hukum 

itu Y;

5. app» dasar hukum ad any a hak m il ik  atas tanah bagi 

auatu badrn hukum V;

6. badan-badan hukum apa saja yang boleh mempunyai haK 

milik atas tanah ri\

8
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7. bagaimanakah prosedur permohonan dan pemberian hak 

mil ik  atas tanah bagi badan hukura 7;

8* apa Baja syarat-syarat pemberian hak mil ik  atae ta­

nah kepada badan hukum ?;

9, hak dan kewajiban apa saja bagi badan hukum terha- 

dap hak m il ik  atas tanahnya V 

2* -Penjelasan Oudul

Judul yang saya berikan untuk penuliean skripoi Ini 

adalah "Hak M i l ik  Atas Tanah Suatu Jbadan Hukum Di Indon-'?- 

s ia H ♦ Dari judul tersebut,  kiranya dapat saya jelaskan di 

bawah in i  sebagai berikut.

Hak adalah eeeuatu yang dapat menimbulkan wewenarf 

atau kekuasaan. Hak m il ik  bera r t i  adanya kewenangan untuk 

menggunakan, memanfaatkanf menikmati dan menguasai eesuatu 

benda yang d im i l ik i ,  Dalam hubungannya dengan tanah, maka 

yang dimaksud hak m i l ik  atae tanah adalah suatu hak yanf 

dapat member! wewenang kepada pemillk tanah untuk memani'a- 

atkan, menggunakan, menikmati haei] dan menguasai tan^hry^ 

dengan mengingat ketentuan UluA atau peraturan perundan^an 

la in  yan& lebih t in g g i .  Hak mil ik  atas tanph in i  dapat d i-  

punyai oleh warganegara Indonesia dan badan-badan hukum 

yang ditetapkan oleh Pemeriniah*

Badan hukum adalah suatu badan yang d id ir ikan oleh 

orang atau sekelompok orang dan yang oleh undang-undang 

diberikan status kebadanhukuman karena telah memenuhi sya- 

ra t-syara t  yang ditetapkan untuk dapat dikatakan sebagai

9
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badan hukum. uadan hukum in i  dapat melakukan perbuatan hu­

kum dan mempunyai hak-hak ataupun kewajiban-kewajiban di 

dalam la lu  l in ta s  hubungan hukum di maeyarakat.

Dengan demikian, dapatlah dimengerti baliwa yang d i-  

maksud Hak M l i k  Atas Tanah kuatu £adan hukum Di Indonesia 

adalah suatu hak atas tanah yang dipunyai oleh badan hukum 

yang berada dl wilayah hegara Kepublik Indonesia, untuk 

menguasai, menggunakan, menanfaatkan, dan menikmati ha* i l  

dar i  tanahnya, eesuai dengan ket^ntuan UUPA dan peratuian 

perundangan yang leb ih  t ingg i tin^katannya.

3. Alar,an Pemllihan J.udul

Dengan adanya penunjukan badan-badan hukum yang da­

pat mempunyai hak mil ik  atas tanah, dihubungkan dengan s i -  

fat, hakikat hak m i l ik ,  aertn asas kebangeaan di dalam UUPA 

sebagai hukum agrar ia  nasional,  maka menarik saya untuk 

dapat dijadikan suatu pokok bahasan dalam penuliean skrip- 

s i  i n i .

Di aamping i tu ,  menurut hemat saya, selama in i  yang 

ser ing d i t u l i s  dalam ekr ips i  hanya mengenai permasalahan 

hak m il ik  atas tanah bapt orang peroranean ea ja ,  sedan?kan 

bagi suatu badan hukum boleh dikatakaji belum pernah d itu- 

l i s  untuk dibahas. iadaha l, bagi saya, mas^lah in i  cukup 

pentin^ mengin^at dalam kenyataannya sering dijumpai bahv*a 

maslh kaburnya batat>?n antara badan-badan hukum yang boleh 

dan yang tidak boleh mempunyai hak mil ik  atas tanah. Demi 

kian pula tentang syarat-syarat peinilikan yang meliputi

10
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peruntukan, penggunaan ataupun pengelolaan, serta  luas ba- 

tas maksimum tanah yang boleh dipunyai badan hukum.

Atas dasar beberapa pertirabangan tersebut di at^s, 

kiranya judul skr ips i  in i  sudah saya berikan dengan tepat.

4. Tu.iuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan skr ips i  in i  terutama seba- 

ga i usaha untuk memenuhi tugas dan persyaratan memperoleh 

g e la r  sarjana dalam bidang hukum di i 'akultas Hukum Univer- 

s i tas  Air langga Surabaya*

Selain i tu ,  tujuan la in  adalah mencoba menganalisie 

permasalahan yang t e r ja d i  melalui penulisan dengan men^gu- 

nakan segenap kemampuan yang eaya m i l ik i ,  sehingga diha- 

rapkan akan didapat suatu keeirnpulan ilmiah ataupun peme- 

cahan yang mungkin berguna bagi pengembangan ilmu pengota- 

huan di lingkun^an perguruan t in gg i  khususnya dan bagi ma- 

syarakat pada umumnya.

5. MetodoloRl

Dalam penulisan pkripsi i n i ,  metodologi yang saya 

pergunakan meliputi beb^ra.M tahapan yang dapat d ije larkan 

sebagai tersebut di bawah in i .

a, Pendekatan maealah,

bebagai usaha dalam pendekatan masalah, saya meng- 

gunakan metode yurid is  s o s io lo g is ,  suatu metode pendekatan 

masalah yang menitikberatkan hubun^an atau kaitan antara 

'‘ spek hukum (y u r id is ;  dan aspek soa ia l  ( s o s i o l o g i s ) ,

Secara yu r id is ,  eaya lakukan dengan mencari, mene-

XI
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l i t i  dan mengkaji peraturan perundanganf t e o r i - t e o r i  hukum 

serta pendapat para ahli/sarjana hukum tentang masa.lah-ma- 

salah yang berkaitan dengan materi yang saya bahas, te iu- 

tama menyangkut Bifat hakikat hak m il ik  atas tanah dan ke- 

beradaan badan hukum sebagai subjek yang dapat mempunyai 

hak mil ik  atas tanah. Sedangkan seeara s o s io lo g is ,  m^laLui 

pengamatan terhadap permasalahan yang timbul ataupun yang 

akan timbul d i  dalam mae^aiokat, terutama yang berkaitan 

dengan hak m il ik  atas tanah suatu badan hukum.

b. dumber data.

Data yang saya perlukan dal«m penulisan skr ips i  ini 

saya peroleh inelalui studi kepustakaan drn studi lapang'in.

Data dari  studi kepustakaan beras^l dari buku-bulf.u 

l i t e r a t u r ,  tu l iyan-tu l iyan  ilmlaii,  majalah, surat kalar ,  

dan peraturan perundangan, y m i  sebagian eaya peroleh dari 

i 'er pusatakaan Universitac Airianf.ga Surabr-ya, eebagiar la g i  

dari  koleksi pribadi dan pinjaman rek^n mahrjRiewa. Sedang- 

kan data yang saya peroleh melalui studi lapangan, berupa 

h as i l  wawancara dengan pejabat dan pe/avmi Rantor Agraria 

notamadya Surabaya, Doeen Ipmbimbin^ serta Staf Jrengajar 

di >akultas rluku,fi Univers itas  Air langga Surabaya.

c, Prosedur pengumpulan dan prngolahan data.

Semua data yang d ipero leh ,  saya rekapitu las i  dan 

dikumpulkan menjadi euatu kumpulan data, keimdian diolah 

dan d ip i l i h  serta  d ibagi roenurut jen ie  dan i e i  data. De­

ngan deinikian, dihar^pkan tidak ada data y^ng hilang atau

1?
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terbuang, d i  samping leb ih  mudah dan sederhana dalam mene- 

mukan dan memasukkan data tersebut ke dalam bagian yang 

menjadi objek pembahasan dalam penulisan ekr ips i  in i ,

d. Ana l is is  data,

Dalam menganalisis data, saya menggunakan suatu me- 

tode yang disebut metode d e s k r ip t i f  a n a l i t i s ,  Maksudnya 

adalah dengan menguraikan dan menganalisis data secara ku- 

a l i t a t i f  mengenai permasalahan yang menjadi bahan tulienn, 

kemudian menyajikannya dalam bentuk uraian yang mendplam 

dan s istematis  menurut ilmu pengetahuan yang o b je k t i f ,

6, rertanfcp.unn:lawaban blstematlka

Pendahuluan saya letakkan dalam Bab 1, karena untuk 

mengarahkan pembaca agar mengetahui gar is  becar permasa- 

lahan yang akan diuraikan di dalam skr ips i  i n i ,  sehingga 

dapat d ijadikan dasar bpgi pembahasan dalam bab-bab ber i -  

kutnya,

Hak to i l ik  Atas Tanah menurut UUPA saya letakkan da­

lam Bab I I ,  karena hak milik  atas tanah merupakan objek 

yang utama dalam penulisan skr ips i  i n i ,  Behingga mempermu- 

dah bagi penulisan bab-bab selanjutnya,

kedudukan Badan Hukum Sebagai Pemegang Hak Atas Ta­

nah saya letakkan dalam Bab i l l ,  karena yang menjadi sub­

jek hak-hak atas tanah adalah orang atau badan hukum, t c r -  

maeuk hak m il ik  atas tanah yang dapat dipunyai oleh orang 

itaupun badan-badan hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah.' 

Perolehan Badan Hukum ierhadap Hak M l i k  Atas Tanah
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<mya letakkan dalam &ab IV , karena untuk memperoleh hak 

milik  a tat tanah, yuatu badan hukum harus mengajukan per- 

mohonan melalui prosedur dan <vyarat-eyarat yang ditetapkan 

oleh peraturan perundangan.

Jrenutup sa^a letakkan dalam Bab V sebagai bab te^a- 

khir ,  karena untuk mengakhiri penulisan iliniah in i  pprlu 

diambil kesimpulan dari uraian dalam bab-bab sebelumnya, 

di samping berusaha mengemukakan earan yant mungkin ber^u- 

na bagi pengembangan ilniu pengetahuan pada khususnya dan 

bagi maeyarakat pada umumnya.
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h AH ATAt> TAN Ait haMJHUT UUPA

1. k l i a t  dan C l r l - c l r l  Hak J**!Ilk Atag_l_anah

Hak m il ik  atas tanah sebagai salah satu macam hak 

atas tanah yang diatur olen UUPA, se la in  dapat dihubun^kan 

dengan bidang tanah tertentu dan subjek tertentu ,  juga da­

pat k i ta  l i h a t  sebagai suatu lembaga, yang merupakan suatu 

species (bentuk khususj dari hak-hak atas tanah.^

D it in jau  dari sudut tanahnya, hak mil ik  atas tanah 

merupakan statuut atau kedudukan hukum, dengan s i f a t  dan 

c i r i - c i r i  te rtentu  yang membedakan tanah tersebut dengrn 

tanah-tanah hak lainnya. Sedangkan b i la  d i t in jau  dari ru- 

dut subjeknya, hak mil ik  atas tanah i tu  merupakan hubur^an 

hukum antara subjek tersebut dengan suatu bidang tanah 

te rten tu ,  yang berieikan wewenang-wewenang dan kewajiban- 

kewajiban tertentu dar i  subjek i tu ,  baik yang b e r s i fa t  

umum maupun khusus bersangkutan dengan tanah tersebut. Ka- 

mun apabila k i ta  l ih a t  sebagai suatu lembaga, maka hak mi­

l i k  i tu  beris ikan wewenang-wewenan*- dan kewajiban-kewajit- 

an yang dapat dipunyai oleh suatu subjek, j ik a  subjek itu
5

mempunyai tanah dengan hak mil ik .  Ret iga pengertian te r -

x?Ab I I

^Boedi Harpono, UbrA Sed.larah PenJupunan I s l  dan 
Ft:lpKfianaann.1a. Dag. Pertama, J i l .  Ii. ,  Djambatan, Jakarta, 
1971, h. 52.
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Efrt'Ut dipergunakan di dalam l b *  A mengenai hak milik a tan 

tanah, terutama paeal-pasal yang mpngatur tentang hak mi­

l i k  dan ketentuan-ketentuan isonversi dari UUPA.

Apa yang diatur di dpi am UbPA, baru merupakan ke- 

tentuan-ketentuan pokoknya sa ja ,  karena menurut pasal 50 

ayat 1, ketentuan-ketentuan lebih lan jut mengenai hak mi­

l i k  d iatur dengan undang-undang, £>ampai sekarang, undang- 

undang yang dimaksud ternyata masih belum dibuat. Untuk 

i tu ,  menurut pasal 56, yang berlaku adalah ketentuan-ke­

tentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan la in- 

nya mengenai hak-hak atas tanah yan& memberikan wewenang 

eebagaimana atau rairip dengan yang dimaksud pasal 20, se- 

panjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ke­

tentuan UUPA. Namun demikian, dari  beberapa ketentuan yang 

ada di dalam UU1A mengenai hak-hak atas tanah, dapat k i ta  

ketahui baliwa hak mil ik  atas tanah merupakan hak atas ta­

nah yang t e r t in g g i  kedudukannya dibandingkan dengan hak- 

hak atas tanah la innya, terutama b i la  d i l lh a t  dari s i f a t -  

n.ya yan ĵ khae dan c i r i - c i r i  yang melekat, yang tidak tor-  

dapat pada hak-hak atas tanah yan^ la in ,

Adapun s i i a t  knae hak milik atas tanah yang dlmak- 

Hud • d^uat k i ta  llhpt. dalam pasal 20 ayat 1 yang menyata- 

kan bahwa hak milik adalah hak yan*; turun-temurun, t^rku- 

at ,  dan tcrpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, de- 

ii, an mengingat ketentuan papal 6, yakni semua hak atas tar 

nqh mempunyai funnel sonia l.  ^i i 'at turun-temurun, te^kuat,

16
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dan terpenuh tersebut, harus se la lu  melekat pada hak milik 

atas tanah, karena hak yang tidak mempunyai c i r i  yang t iga  

i tu  sekaligUB, bukanlah flak fo i l ik .^  Pemberian e i f a t  terku- 

at dan terpenuh dimakeudkan untuk menUnjukkan perbedaannya 

dengan hak-hak la in ,  bahwa hak mil ik  adal&h hak yang pa­

l in g  kuat dan paling penuh di antara hak-hak atas tanah, 

Sedangkan B i fa t  turun-temurun bera r t i  hak mil ik  dapat d i -  

wariskan kepada ah liwaris  s i  pemegang hak, sehingga pemi- 

likannya dapat dilanjutkan oleh ahliwarisnya. Itulah 

bahnya maka jangka waktu hak mil ik  tidak ditentukan, tidak 

oepert i  hak guna-usaha ataupun hak guna-bangunan yang d i -  

tentukan jangka waktunya.

Hak m il ik  merupakan hak yang terkuat, artinya bnhwa 

hak i tu  tidak mudah hapus, dan mudah di per tail ankan terha-
7

dap gangguan pihak la in* hal in i  disebabkan hak milik  i tu  

hak yang te rda f ta r  dan pemiliknya d ibe r i  "tanda bukti h*kw 

yang dieebut s e r t ip ik a t  hak milik atas tanah, yang ber*pku 

sebagai a la t  pembuktian yang kuat (pasal 19 ayat 2 huruf c 

jo  paaaJi 23 UbiA jo  pasal 10 dan pasal 13 Peraturan Pemp- 

rintah iiomor 10 'iahun 1961) ,  Oleh karena i tu ,  maka hak ml- 

l ik  atas tanah dapat dijadikan jaminaii hutang dengan dlbe- 

bani hak tanggungan (hipotek atau credietverband).

17

M'fendi Perangin, riukum Agrar ia  Di Indonesia: Suatu 
Telaah UarJL^bu^ut Pandaim P rak t ls i  Hukum. K a jaw a l l . Jakar- 
ta ,  1986, h. 236.

7
lioedi Harsono, op. c l t . . h. 55.
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S i f a t  terpenuh dari hak milik atas tanah dapat t*i- 

hubungkan dengan ketentuan paeal 4 ayat 2, bahwa hak milik 

memberikan wewenang yan*. paling luae dan paling penub l e -  

pada pemiliknya untuk menggunakan tanahnya, j ika diban- 

dingkan dengan hak-hak atas tanah lainnya. Hal in i  antara 

la in  disebabkan tanah yang dipunyai dengan hak m il ik ,  t i ­

dak ditentukan tujuan penggunaannya atau peruntukannya. 

Berbeda dengan hak-hak atae. tanah yang la in ,  misalnya hak 

guna-usaha yang khueuB diperuntukan bagi usaha pertanian, 

termasuk perikanan atau peternakan, dan hak guna-bangunan 

yang khueus untuk mendirikan dan mempunyai bangunan* So- 

dangkan hak m il ik ,  dapat untuk usaha pertanian dan bis?’ 

untuk bangunan. Oleh sebab i tu ,  maka hak milik dapat mrn- 

jad i  induk bagi hak-hak atas tanah yang la in ,  artinya da­

pat dibebani dengan hak-hak la in .  In i  bera r t i  bahv.’a s e o -  

rang pemilik tanah (maksudnya tanah hak m i l ik )  dapat m̂ m- 

berikan tanah kepada pihak la in  dengan hak-hak yang bukan 

hak m il ik :  menyewakan, membaglhasi.lkan, menggadaikar, me- 

nyerahkan tanah i tu  kepada orang la in  deru an hak guna-hp-
o

ngunan atau hak pakai, Sebaliknya, hak mil ik  tidak datat 

berinduk pada hak-hak atae tanah yang la in ,  karena hak mi­

l i k  adalah hak yang paling pt’nuh, sedangkan hak-hak atae 

tanah lalnnya i tu  kuranf penuh,

oe la in  dari yang diuraikan di atae, masih teidapat

38

^ f i e n d i  Perangin, op. c l t . . h« 237.
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beberapa s i f a t  atau c i r i - c i r i  hak mil ik atas tanah, antara 

la in  dapat dialihkan kepada fihak la in  dengan cara d i ju a l ,  

dihibahkan, tukar-menukai, atau diberikan dengan wasiat ( 

d ^ ' le gaa fk an ^  Hak railik i tu  dapat dilepaskan oleh prmi- 

l iknya dan tanahnya menjadi tanah negara. Pelepasan hak 

i tu  antara la in  dengan maksud agar f ihak la in  yang memtu- 

tuhkan tanah i tu ,  dapat memohon hak baru yang sesuai brgi 

keperluannya kepada Pemerintah, karena tanah yang dilepaB- 

kan pemiliknya i tu  telah menjadi tanah negara dan dikupsai 

oleh Pemerintah. Selanjutnya, hak mil ik  i tu  dapat di wakaf- 

kan, dengan kata la in ,  tanahnya dapat dijadikan tanah wa- 

kaf* Perwakafan in i  d iatur dalam Peraturan Pemerintah No- 

mor 28 l'ahun 1977, yang merupakan ketentuan leb ih  lan ju t 

dar i  pasal 49 ayat 3 UU^A, henurut ketentuan hukum Islam 

yang mengatur wakaf, maka hanya tanah-tanah hak milik  >ang 

dapat diwakafkan* Tanah-tanah hak lainnya tidak dapat d i -  

wakafkan, karena se la in  jangka waktunya terbatas, wewenang 

yang empunya pun tidak penuh.^ Sedangkan menurut pasal 4 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 lahun 1977» ditentukan bahwa 

objek perbuatan wakaf adalah khusu?’ mengenai t?nah milik 

Baja atau tanah milik  yang bebaa dari aegala pembebanan, 

ikatan, sitaan dan perkara. in i  berart i  bahwa tanah-tan^h 

hak lainnya tidak dapat menjadi objek perbuatan wakaf.

19

Q
Ji>oedi Harsono, op. c l t .  . h. 55. 

10X b ld . . h. % .
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?, i>ar ir flukum dar̂  Sub.iek M i l k  Atas Tanah

hak mil ik  ata.F tanah s^bapai ealah satu macam hak 

ataa tanah, eecara khueus d iatur oleh UUrA di dalam pasal 

20 sampai dengan paeal ?7. lengaturan in i  baru merupakan 

ketentuan-ketentuan pokoknya eaj^, karena menurut paeel 50 

ayat 1, ketentuan-ketentuan lebih lan ju t mengenai hak mi­

l i k  akan d iatur dengan undan^-undang. Oleh karena eampai 

sekarang undang-undatig tentang hak mil ik  masih belum nda, 

maka menurut paeal 56, yan^ berlaku adalah ketentuan-ke­

tentuan hukum adat eetempat dan peraturan-perpturan l e in -  

nya mengenai hak-hak ataa tanah y'mg memberi wewenang ee- 

bagaimana atau mLrip dengan yang dimaksud dalam pasal 20, 

sepanjang tidak bertentan^ftn dengan j iwa dan ketentuan-ke- 

tentuan UlUA.

Yang dimaksudkan dengan per^turan-peraturan lainnya 

adalah peraturan-peiaturan di luar UUiA seper t i  Peraturan 

lemerintah ataupun irer^tuxan i ten ter i Dalam Neger i ,  yang 

dalam kenyataannya telah banyak men*atur berbagai segi me- 

n^enal hak milik  alas tanah, ^edangkan mengenai keLentuan- 

ketentuan hukum adat setem.at, sepanjang menurut kenyataan 

marih ado dalam rmatu rnkat adat tertentu, sek^dar

diperlukan dan tidak be-? tcntangan dengan kepentingan ra? i -  

^r,al d'n uegara, mak* ma«ih tetap dlakui dan berlak ’i.

He? kipun ain yanj diatur oleh UbiA mengenai hak mi­

l l  k i tu  baru merupakan ketentuan-ketentuan pokoknya saja,, 

namun bbiA adalah ee laga i  pf raturan dasar bagi hukurrt a ^ a ­

20
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r i a  naeional yang menjadi pangkal bagi peraturan-peratu^an 

perundangan mengenai masalah agraria ,  Oleh karena i tu ,  ma­

ka pengaturan hak mil ik  a tar tanah oleh UUPA dapat d i j a d i -  

kan daear bagi pengaturan-pengaturan mengenai hak milik  di 

dalam peraturan perundangan yang la in ,

Di dalam Memori Penjelasan UUAA, disebutkan bahwa 

salah satu tujuan UUPA ia lah meletakkan dasar-dasar untuk 

memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah ba­

g i  rakyat seluruhnya. hak-hak atas tanah tersebut membevi 

wewenang kepada pemegang haknya untuk mempergunakan tanah 

yang bersangkutanf demikian pula tubuh bumi, dan a i r ,  s rr -  

ta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk ke- 

pentingan yang langaung berhubungan dengan penggunaan ta- 

nahnya, dalam batas-bataa menurut UUPA dan peraturan-pera- 

turan hukum la in  Jiang lebih t in g g i .  behubungan dengan i tu ,  

UtirA te lah rnengatur dan menentukan macam-i.iacam hak atas 

tanah yang dapat dipunyai oleh orang ataupun badan hukunt. 

Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa orang ataupun 

badan hukum dapat menjadi subjek yang mempunyai hak-hak 

ataa tarah, termasuk menjadi subjek hak m il ik  atae tanah, 

Dalam hubungannya dengan aubjek yang dapat mempu­

nyai hak mil ik  atas tanah, ternyata tidak semua oranf alau 

pun badan hukum dapat mempunyai tanah dengan hak mil ik .

Hal in i  karena hanya warganegara Indonesia saja yang da]at 

nempunyai hak mil ik  (pasal 21 ayat 1 ; ,  sedangkan bagi ha- ' 

dan hukum ditentukan hanya badan-badan hu*um yang d its tap -
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kan oleh Pemerintah aaja yang dapat mempunyai hak mili!; 

atar tanah dengan syarat-syarat sepert i  yang d iatur da.)am 

pasal 21 ayat 2 dan pasal 49. In i  b era r t i  bahwa orang yang 

mempunyai kewarganegaraan la in  Voiang asingJ tidak dapat 

mempunyai hak m il ik  atas tanah, bahkan bagi mereka yang 

berkewarganegaraan rangkap statusnya dipersamakan dengrn 

orang asing. Perbuatan memindahkan hak m il ik  atas tanah 

kepada orang asing ataupun kepada mereka yang berkewarga- 

negaraan rangkap, dilarang dan batal karena hukum, sedang- 

kan tanahnya jatuh kepada Negara { pasal 26 ayat 2) ineski- 

pun hak-hak pihak la in  yang membebaninya tetap berlangrung 

dan eemua pembayaran y^ng telah diterima oleh pemilik t i ­

dak dapat d ituntut kembali. flamun demikian, bagi orang 

asing ataupun yang bcrkewarganegaraan rangkap, apabila me­

reka memperoleh hak m il ik  karena pewarisan-tanpa wasiat, 

atau karena percampuran harta akibat perkawinan, maka rre- 

nurut ketentuan pasal 21 ayat 3, mereka diharuekan (wa j lb )  

meleparkan hak i tu  dalam jangka waktu satu tahun ee;jik d l-  

perolehnya hak tersebut. Apabila hak milin itu tidak dia- 

lihkan kepada pihak la in  yang memenuhi eyarat sampai batar 

waktu £?-'itu tahun itu  berakhir, maka hak tersebut hapue ka- 

rpra hukum dan tanahnya jatuh kt pada Negara, dengan keten- 

tu^n bahwa hak-hak pihak la in  yang membebaninya, tetnp 'U- 

akui d^n berlangsung enmpai masanya berakhn* Ketentuan di 

atas, berlaku pula bagi warganegara Indonesia y^ng mrmp’i- 

rya i  hak mil ik  dan kemud.ian kehilangan kewarganegaraannya,
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dengan ketentuan jangka waktu untuk melepaskan hak ter^e-  

but dihitung sejak mereka kehilnn/.an kewnrganegaraannya.

Dengan demikian, dapat k i ta  ketahui bahwa meakipun 

pada a^asnya hanya war^aneg^ra Indonesia tunggal sajn yang 

dapat memiliki tanah, namun ulilA tnasih memberi kemungklnan 

bagi orang-orang aeinfc ataupun warganegara Indonesia yang 

berkewarganegaraan ran^kap untuk mempunyai tanah dengan 

hak m il ik ,  Kemungkinan i tu  adalah dalam hal-hal tertentu 

dan jangka waktunya pun terbatas, yakni aepert i  yan^ d ia ­

tur d i dalam paoal ?1 ayat 3 dan a^yat 4* Untuk .ini, Bo«di

Har^uno m* r,.* a tnkan bahwa dibfM Lkai n̂  a kemungkinan i lu  >da-
11lah p tar dasar pertimban* an perikeroanueiaan. ' Selain f tu f 

bUiA tidak membedakan antara la k i - l a k i  dan wanita dalan 

hal pemilikan tanah (pasal 9 ayat dan tidak memper* t»- 

alkan antara warganegara Indonesia yang a s l i  maupun ke+u- 

runan aeing, sehingga baik la k i - la k i  ataupun wanjta, a? 1̂ 

mempunyai kewar^ane^araan Indonesia tunggal ( a a l i  ataupun 

keturunan as in g ) ,  boleh ^empun^ai hak milik atas tanah. 

Syarat in i  merupakan sy-irat ut^ma yanp l e r s i l a t  umum untuk 

* e t ia p  pemilikan tanah dengan hak milik bagi perorangar, 

meekipun untuk pemilikan tanah pertanian masih diper Ink an 

^yarat-nyprat la in  eesu^i d«»ngan Lnd mg-uf oang Ilomor 

t rp Tah-jn I960 tentan*. ^enetapan Luar* Tanrh Pertanian (L.N 

lahun l r)60 Nomor 174J.
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Subjek la in  yang dapat mempunyai hak mil ik  atp-s ta- 

rnh adalah badan-badan huku»n t< rtentu yang ditetapkan o3 eh 

Pemerintah dengan syarat-ryaratnya Ipasal 21 ayat 2 ) ,  dr.n 

badan-badan keagamaan d*n soc ia l  sepanjang dipergunakannya 

langsung berhubungan dengan usahanya dalam bldang social 

dan kea^amaan Ipasal 4y a^at l ; .  In i  berart i  bahwa tidal* 

semua badan hukum dapat mempunyai hak mil ik  atas tanah. 

tiahkan bagi badan-badan posial dan keagamaan, dalam hal 

tanahnya tidak langsung diperfunakan untuk keperluan sor i-  

al dan keagamaan, maka tidak boleh diberikan dengan hak 

m il ik ,  harus dengan hak-hak atas tanah la in  yang sesuai 

dengan keperluannya tersebut.

hengenai penguasaan tanah dengan hak m il ik  oleh \ a- 

dan-badan hukum, akan diuraikan lebih lanuut dalam bagian 

terpend lr i  pada bab-bab berikutnya.
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KJwrtJDUlkAN BADAR nlixUh S±JbAttAl PLfibGAKG. HAK ATAb TANAH

BAB I I I

1. Badan Hukum Sebagai Subjek

Sebagaimana k i ta  ketahui bahwa UU1A telah menentu- 

kan macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan kepada 

dan dipunyai oleh orang ataupun badan-badan hukum (pasal 4 

ayat 1 ) .  In i  b era r t i  orang ataupun badan-badan hukum nrnru- 

pakan subjek yang dapat memperoleh dan mempunyai hak-hak 

atas tanah, meskipun masih harus memenuhi beberapa pernya- 

ratan yang ditentukan oleh peraturan perundangan.

Dalam t e o r i  hukum, ormg adalah manusia sebagai su­

atu pendukung hak dan kewajiban, yang disebut persoon. £a- 

lam hal i n i ,  Chidir A l i  rnen^atakan bahwa;

kedudukan sebagai pereoon adalah kedudukan yang ol*H 
hukum diakui adanya. lane pertama-tama oleh hukum rUa- 
kul mempunyai kedudukan frebagai pereoon ialah oran* # 
manusia. Orang ada.l*h badan pr ibadi,  eubjek hak, w<- 
nang berhak -  ^perdata; atau persoon.

Di samping i tu ,  hukum juga masih mengakui adanya secualu

yang dapat berkedudukan sebagai persoon, yakni segala re-

auatu yang menurut hukum dapat mempunyai hak dan kewajiban

i 'e la ln orang, yakni badan-baden hukum (rechtspersoon).  f> -

ngenai badan hukum in i ,  dikatakan oleh Wirjono Prodjodiko-

ro sebagai berikut:

^udah sejak dahulu kala dibutuhkan adanya pengertian

U i id i r  A l i ,  aadan Hukum. Alumni, Bandung, 1987,
h. 4.
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nadan-hukum, y**ttu bnd-n yang dL°a;nping m^nueia pei o- 
rpnpan ji>?,a dianpjnp d*pnt bertindak dalam Hukuir* d^n 
yang mempunyai hak-hak, kc waj i ban-kewajiban dan kepen- 
tin* an-hukum terhadap orang la in  atau badan la in .

; 6

badan hukum in i  dapat berupa suatu Negara, suatu Lae- 
rah otonom atau euatu perkumpulan dalam a r t i  luas . . . ,  
atau suatu perueaftaTn atau suatu Harta-benda tertentu 
ynng l^fcim dinamakan layasan (a t i c h t in g ) .
-Badan-badan ini semua dapat turut s^rta dal«m perfaul- 
an hidup dalam imsy^iakpt sepert i  seornng manuri^, dan 
dianggap pula sebagai orang manusia belaka terba la j ’ 
segala peraturan-jeraturp.n-nukum yang berlaku da.larr 
fuatu maeyarakat.

i>engan demikian, dapatiah dikatakan bahwa oraug dan 

badan hukum itu adalah perpoon, ^akni pendukung hak dar 

kawajiban, yang dalam la lu  l in ta s  dan pergaulan hukum d l-  

kenal dengan i s t i l a b  subjek hukum (subjectum ju r i s ) .  01*»h 

karena tu, dalam hubungannya dentin hak-hak kebendaan, 

berart i  badan hukum dapat mempunyai eesuatu benda ataupun 

hak-hak atas benda tertentu. i^emikian pula halnya apabila 

benda tersebut adalah benda tetap yan^ disebut tanah, tan- 

tunya badan hukum mempunyai hak untuk memiliki tanah. Na- 

mun demikian, dalam hal pemilikan tanah i n i ,  UUFA telah 

wenentukan bahwa yang dapat d im i l ik i  oleh orang ataupun 

tadan hukum bukanlah tanahnya oecara f i s i k ,  meiainkan h - 

nya hak-hak ataa tanrhnya. Oleh paral 4 a ja t  2 dikatakan 

t>ahwa hak-nak atas tanah teraebut n.emberi wewenang krpar’ q 

prmeganf haknya untuk mempergunakan t-nah, demikian pulr

^'Airjono irod jod ikoro, hukum ierkumpulan fereerta i]
finn Kopfirac l  Di Indonesia , ^e t . I l l , l)ian  ̂akyat, J a k ari a ,
3 9^5, h. 8.
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tubuh bumi, dan a i r ,  e r r ta  ruang yang ada di atasnya, ^e- 

kedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhu- 

bungan dengan penggunaan tanah tersebut. Tetap i,  tentu B a ­

ja harus d ibatas i  oleh ketentuan UUPA dan peraturan-pera­

turan hukum la in  yang lebih t in gg i .

2. Hak-hak Atas Tanah £aRi luatu iiadan Hukum

foanusia dan badan hukum adalah subjek hukum yan/> 

sama-sama dapat mempunyai hak-hak atas tanah, Namun de'ni- 

kian, UUPA sebagai Hukum Agraria hasional telah menfntukan 

bahwa yang dapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan fa- 

nah dan dapat mempunyai hak atas tanah secara penuh dan 

luas Isemua macam hak) adalah warganegara Indonesia, baik 

l a k i - l a k i  maupun perempuan, yakni untuk mendapat manfaat 

dan h as i l  dari  tanah, baik bagi d ir inya  sendir i  maupun ba­

gi keluarganya.1  ̂ Sedangkan bagi badan hukum, hanya badan- 

badan hukum yang d id ir ikan inenurut hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia dapat mempunyai semua macam hak 

atas tanah, kecuali hak mil ik  atas tanah yang te ibatas  ba­

g i  badan-badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh i'emr- 

rintah dengan peraturan perundangan. Untuk badan-badan hu­

kum afllng yang mempunyai perwakilan di Indonesia, hany”
ISdapat diberikan hak pakai dan hak sewa ra ja .
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Adanya pembedaan an tarn badan-badan hukum ya i t  -, i -  

dirikan menuiut hukuro Indonesia dan b* rkedudukan di Indo­

nesia dengan badan-badan hukum asing yang mempunyai pe^wa- 

k ilan di Indonesia, sarna halnya repe r t i  pembedaan arta''a 

warganegara Indonesia dengan orang asing dalam ha3 pemi- 

l ikan hak-liak atas tanah. Hal tersebut merupakan euatu as- 

pek yang nyata dalam usaha mewujudkan asas kebangsaan re- 

suai dengan asas yang dianut dan ditonjolkan di dalam PUPA 

sebagaimana ketentuan pasal 1 UUPA,

hak-hak atas tanah bagi badan-badan hukum yarg 'li -  

d irikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Inbo­

rn s ia adalah hak guna-u^aha, hak guna-bangunan, hak pnl^i, 

dan hak sewa untuk bangunan. Sedangkan untuk hak milik  dan 

hak pengelolaan, hanya dapat dlfcerikan kepada badan-badan 

hukum yang di tetapkan/ditun juk oleh Pemerintah.

Hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah 

yang langsung dikuasai o.leh Negara, dan digunakan untul* 

usaha-usaha di bidang pertanian, perikanan atau peternrk- 

an (pasal 28 ayat 1 ) .  kedan^kan hak guna-bangunan adalah 

hak untuk menrilrikprt dan mempunyai ban^unan-bangunan a + as 

tanah yang bukan miliknya send ir l ,  dengan jangka waktu pa­

l ing lain* 30 t^hun dan Mapat dipeipanjang len^an waktu pa­

l ing  lama 20 tahun j cy ^ )at i dan ayat 2),  Hak fi n*»- 

bangunan in i  dapat t * r*jadi pada t^nah yan* dikua^ai larg-  

rung oleh Negara, dengan melaiui penetapan pemerintah (pa- 

£.aJ 57 huruf a ) ,  dan dap«t t^r jad i atas tanah m il ik ,  kare-
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na perjanjian yang berbentuk otentik  antara pemilik tanah 

dengan pihak yang akan memperoleh hak guna-bangunan (pasal 

37 huruf b^. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan 

atau memungut has i l  dari tanah yang dikuaeai langsung oleh 

JNegara atau tanah m il ik  orang la in ,  selama jangka waktu 

tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan 

yang tertentu  (pasal 41 ayat 1 dan ayat 2)* Hak pakai te r -  

sebut memberikan wewenang dan kewajiban yang ditentukan 

dalam keputusan pemberiannya oleh penjabat yang berwenang 

memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanah- 

nya, yang bukan per jan jian sewa-menyewa atau perjanjian 

pengolahan tanah, serta  tidak boleh d ie e r ta i  syarat-syarat 

yang mengandung unsur-unsur pemeraean (pasal 41 ayat 1 dan 

ayat 3)* belanjutnya, hak sewa untuk bangunan adalah hak 

untuk mempergunakan tanah-milik orang la in  untuk keprrluan 

bangunan, dengan membayar uang sewa kepada pemilik tanah 

tersebut (pasal 44 ayat 1J. Hak pakai dan hak sewa dapat 

diberikan kepada orang aeing yang berkedudukan di Indone­

s ia  dan badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di In­

donesia (pasal 42 huruf b dan d, dan pasal 45 huruf b dan 

huruf d>, oleh karena hak-hak tersebut hanya memberi wewe­

nang yang terbatas untuk keperluan tertentu dan jangka 

waktunya ditentukan untuk mata selama hak i tu  berlangcung.

Hengenai hak m il ik  atas tanah, pada asasnya bad^n- 

badan hukum tidak dimungkinkan mempunyai tanah dengan hak 

m i l ik ,  karena menurut parai 21 ayat 1, hanya wargane^ara

29
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Indonesia y tfi£ da rat u hak m il ik .  In i -nempa-

>^n pfTK’k^n^n lebih l^n^ut oari pasal 9» bahwa hanya w<vr-

v ane*,ara Indonesia, balk Uk i- jnK t  maupun wanita, d pat

mempunyai hubungan yan* «« pvnuhnya dengan buna, a i r  dan

ruang angkam, dalam batar-batas ketentuan pasal 1 dan ?.

tial in i pa tut dlpah^ii-i karena hak m il ik ,  sebagaimana y^rig

telah diuraikan d a l ^  la l~ lab  rebe-lurrnya, adalah hal: inng

lerkuat, dan terpenuh, rerta  b e i e i i a t  turun-tamururi,

Di dalam i'*erm;ri * onjela^an umum di bawah angia [J

^5  ̂ d i je laekan aias^n tentan^ badan-badan hukum dtiarang

mempunyai hak milik  a t ^ : tar^h , yakni karena b*adan-1 ad in

hukum ticak perlu mempunyai hak mil Ik te tap i  cukup hak-hak

lainnya, asal saja ada jam inan-jaminan yang cukup bagi ke-

perJuannya yang khusus t,hak runa-uenha, hak guna-bangunan,

hak pakai menurut pasal ?fl, 55 dan 41)* Dengan demlkian,

akan dapat dicegah ui aha-uraha yanp beiwaksud menghindari

ketentuan men* enai bataa m^ksimum luae tanah eebagai yang

dimaksud. dalam paeal 17. hal ini tidak ditegaskan se-

cara pas t i ,  maka dlkhawatirk?vn banyak tanah-tanah mill! '

rakyat yang akan j^tuh k* tan#-an t'**dnn-badan hukum, <̂*1 * -

ini.at umumnya kedudukan badan hukum >e-a£^i ekonomia > n*
I fkuat, mo ski pun pemlndahan tanah hak 'nii ik diawaGi,

j-*engingat akan kr^eriuan inaryaraka t yane eanfat 

erat hubun^annya dengan l'aha?»i kea, amaan, sosia l  dan hu-

50
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bungan perekonomian, maka UbiA telah mengadakan suatu *‘es- 

cape-clause" yang meraungkinkan badan-badan hukum terte i  tu 

memperoleh hak milik atas tanah j ik a  hal i tu  inemang dij>er- 

lukan, dengan jalan menunjuk badan-badan hukum tertentu 

sebagai badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik 

atas tanah (pasal 21 ayat ? ) .  Sedangkan badan-badan hukum 

yang bergerak dalam lapangan sos ia l  dan keagamaan, d i t fn -  

tukan dalam pasal 49 ayat 1, sebagai badan-badan yftng da­

pat mempunyai hak mil ik  atas tanah, sepanJang mengenai ta­

nah yang langsung dipergunakan untuk usahanya dalam bidang 

sos ia l  dan keagamaan i tu ,  Apabila tidak digunakan seba ia i-  

mana ketentuan di atas, maka badan-badan hukum i tu  akan 

diberikan hak-hak atas tana_u la in  yang sesuai dengan ura- 

hanya, bukan dengan hak m i l ik ,  karena dalam hal in i  badan- 

badan tersebut disamakan dengan badan hukum biasa.

Hak Pengelolaan yang disinggung di atas, adalah hak 

atas tanah Negara yang member! wewenang kepada pemegangnya 

untuk merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang 

bersangkutan, menggunakan tanah tersebut untuk keperluan 

pelakcana-^n tugasrya, nu.nyt- raakan ba*ian-bngian dari t 'iah 

itu  kepada piJiak ket iga  dengan Hak Pakai yang bei janz-i’r* 

waktu enam tahun, serta  men^rima uang pemasukan dan/^t.^u 

uang wajib tahunan (paeal 28 reraturan ^enter i  Dalam Kc%e- 

r i  homor 5 Tahun 1973 jo Peraturan Wenteri Agraria Ko^cr 9 

iahun 1965)* hak iengelo laan in i  bukan termasuk macam h^k' 

atas tanah yang dipebutMn dalam pasal 16 ayat 1 UUPA, te-
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tapl dapat k i ta  jumpai eecfrn t e i r i r a t  dalam hemor! l en je -  

lasan Umum angka 11 (2 ; ,  yang berkaitan dengan ketentuan 

p^.sal 2 a ja t  4. Hak Pengelolaan in i  dapat diberikan kepada 

Departemen dan Jawatan-jawatan Bernerintab, dan kepada ba­

dan-badan hukum yang ditunjuk Peinerintah (pasal 29 Pera­

turan henteri  Dalam ttegeri nomor 5 Tahun 1973)*

3* Dasar hukum hak n l i l k  Atas lanah Baa 1 Suatu i3adan Hukum

Jbadan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik 

atas tanah adalah badan-badan hukum yang diteta.pkan oleh 

i'emarintah, atas dasar ketentuan paeal 21 ayat 2 UU1A. Se- 

uangkan badan-badan sos ia l  dan keagamaan, dapat mempun/ai 

hak mil ik  dengan berdaearkan ketentuan pasal 49 ayat 1 dan 

harus memenuhi syarat-syarat y^ng ditentukan oleh peratur- 

an pcrundangan yang berJaku.

Sebagai kelanjutan dari ketentuan pasal 21 a ja t  ?, 

u;aka oleh Pemerintah dibuat dan ditetnpkar Peraturan F jme- 

rintah ^omor 38 Tahun 1903 tentant lenunjukan Badan-badan 

Hukum ^ang Dapat I'lempun^ai Hak h i l i k  Atas Tanah (Lembaran 

Negara Tahun 1963 homor 61; AenjeJasan Tanrtaban Lemhar^n 

Negara flomor 255^)* Peraturan I'emerin tah in i ,  di eampi» p 

menentukan badan-badan hukum apa £jaja >anf dapat rnempu 

tanah dengan hak m il ik  tpara) } ) t ju* a menetapkan s ^ r ^ -  

syarat pemiliknn serta  p< rg^nn^annya ipa>1 *)  2, 3 dan 41. 

^elan jutnya ditentukan pul*, t* ntang ke^nJHan badan-^ar'an 

tersebut untuk nifemberitahuk'in kepada henteri Pertanian/Ag- 

r a r ia  dalam jangka waktu tertentu tentan^ semua tanah yang

5?
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dipunyainya, dengan menyebutkan macam haknya, le tak ,  ]uas 

dan penggunaannya (pasal 5 ayat 1 dan 2).  Apabila pemilik- 

an tanah oleh badan-badan hukum tersebut bertentangan de­

ngan ketentuan pasal 2, 3 dan 4- di atas,  maka menurut ke­

tentuan pasal 6, Menteri Pertanian/Agraria berwenang untuk 

meminta kepada badan-badan hukum tersebut agar mengalihkan 

tanah-tanah miliknya kepada pihak la in  yang dapat mempu­

nyai hak m i l ik ,  atau memintanya untuk diubah menjadi hak- 

hak la in  sepert i  hak guna-usaha, hak guna-bangunan, atau 

hak pakai, sesuai dengan penggunaan tanah tersebut,

4. Badan-badan Hukum .boleh Memuunval Hak M il ik  Atac

Tanah

Menurut ketentuan pasal 1 Peraturan Pemerintah No­

mor 38 Tahun 1963, maka yang dapat mempunyai hak milik 

atas tanah adalah badan-badan hukum yang disebutkan di ba­

wah in i  sebagai berikut:

a. bank-bank yang d id ir ikan  oleh Negara;

b. perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian ynng d i -  

d jr ikan btrdasarkan Und^ng-undang Nomor 79 Tahun 

1958 (iiembaran f^egara Tahun 1958 fcomor 139);

c* badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menter I 

Pertanian/Agraria setelah mendengar Menteri Agama;

d, bpdan-badan sos ia l  yang ditunjuk oleh Menteri P^r- 

tanian/Agraria, setelah mendengar Menteri Soc ia l ,  

Badan-badan hukum yang disebutkan d i  atas dapat d i -  

berikan penguasaan tanah dengan hak m il ik ,  atas pertim-
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yan[an b^hwa untuk penunaian tu^as dan usabanya, ben^r-1 e- 

m r  m^merlukan tanah dengan hak mil ik .  Namun demikian, pe- 

o t l ikan  tanah te r  re hut bukanlah tidak terbatas,  melainknn 

hnrus d i i »erta i  dengan eyarat-ey  ̂ rat mengenai penkgunaan, 

p^runtukan, dan luas maknimum t.^nah yang dipunyai oieh ba­

dan-badan hukum tersebut.

Untuk keperluan pelaksanaan konversi, berdasarkai* 

paBal IX Diktum Kedua UUrA, ditegaskaji oleh Menteri Agra­

r i a  bahwa terdapat badan-badan hukum tertentu yang da pal 

mempunyai hak mil ik  atas tanah, sebagai konversi atas hak 

eigendom dan hak m il ik  adat yan*> dipunyainyn, Penegasan 

tersebut disebutkan dalam pa^al 6 leraturan Menteri Agrr- 

r i a  ^omor ? Tahun I960 jo Peraturan Menteri Agraria Nomcr 

5 Tahun I960, dengan berpedoman pada peraturan dasar atau 

peraturan pembentu^annya, ya itu :

a. i ndfjnesische kaa tohapp i j  op Aandelen ( i l U ) ,  badan 
hukum yang d id ir iPan menurut S 19*9 no 569;

b. Indoneeische Verenigingenf badan hukum yang d i d i r l -  
k^n menurut S 1939 no 570;

c. hank Induetri ivegrra \ Undang-undan^ L'arurat no ? 
t^hun 195?, LU 195? no 21J;

d. t'ank ft<>gara Indnn- s i a  U^dang-undanp Darurat no ?? 
tahun 1955 , hw 19^5 no 5 ) ;

e. iank Tani dan Nel^yan lundaifg-undang no 77 tahun 
195B, iA 1358 no 137;;

f .  Badan lerusahaan Iro<l>fko i Ha'tan Hakanan dan f e ’ubu- 
kaan Tanah (Um'an^-unuang no 16 tahun 1^ 5 9 , 
iN 1959 no 6 0 >;

g .  i °n k  Umum iifi ara ^Unri^.ng-undang no I Prp tahun 13^’ * 
i>h 1959 no 85 ) i

h. ttank Dagan? we^ara limd'tng-undang no 13 irp  tahun 
3H601 Li* i 960 no. 39;;

i .  Bank Kakyat Indonesia (Und^ng-unrHnf no 12 tahun 
1951, 1  ̂ 1951 no BO jo Undang-undanf no 14 Prp ta- 
bun I960, ii!ii I960 no 43);

j .  hank irembangunan .Indonesia (bndan^-undang no 21 Irp

*4
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tahun I960, Lb i 960 no 65);
k, hank Indonesia UuuUuig-undang no 11 tahun 1953» UR 

1953 no 4 0 ; . i r

hengan adanya Peraturan Pemerintah Momor 38 Tahun 

1963, maka untuk badan-badan yan& disebutken pada huruf a, 

b dan f ,  yang ternyata bukan sebagai badan hukum yan{ da­

pat mempunyai hak m il ik  atas tanah, maka yang te lah te r -  

lanjur d lkonvers i , perlu diallhkan kepada pihak la in  yang 

boleh mempunyai hak m i l ik ,  atau juga mengubah hak tersebut 

menjadi hak la in  yang sesuai dengan keperluannya, sepert i  

hak guna-bangunan, hak guna-usaha, atau hak pakai, Sedang- 

kan bank-bank yang disebutkan di atas adalah bank-bank Jle- 

bara yang boleh mempunyai hak milik atae tanah dengan sya- 

rat-syaratnya, seper t i  yang dimaksudkan dalam Peraturan 

lemerintah Nomor 38 Tahun 1963 di atas,

.badan-badan Keagamaan dan Badan-badan sos ia l  yan*- 

dapat mempunyai hak m il ik  atas tanah, dapat disebutkan mi- 

Salnya

1, Su^at Keputusan Direktur Jenderal Agraria tanj-gal 
13-2-1967 no. l/J^L/Ai/AGn/67 tentang penunjukan l’a- 
dan-badan Gereja Koma Kato l ik ;

2, Surat Keputusan Menteri halnm hegerl tan^.gal 14-3- 
I 969 Wo, £>K* 2?/h^/1969 ten tan t penunjukan Badan 
Gereja iro tes tan  di Indonesia bagian Barat (G i lB ) ;

3, kurat, Keputusan Center! i^ lan  ftegeri tanggal 10-2- 
1972 fto, uK. 1%/bi A/1972  tentang penunjukan Perse- 
rikntan Muhammadiyah.

17Ib ld . . h. 70.

1 u
¥,W, Sunindhia dan Mnik  Widiyantt, Pembaharuan Ilu- 

iu*rn A^ra.rla (^eberam ^enlkirfinj ,  Bina Aksara, Jakarta,
19«fl, h, 77, d ikutip  dari John la l indeho, *“ a3alah Tanah 
£alam Pembangunan, 61nar Grafika, Jakarta, 1987, h, 161,

ADLN Perpustakaan Universitas Airlannga

Skripsi  
HAK MILIK ATAS TANAH SUATU BADAN HUKUM DI INDONESIA

MARYADI SURYA HARTADI



jfbHPLKwAW hAhAl* hUhbi ■ Thiu-iAl'AP rtAK JiiLxh A'lAS TANAH

). Proapdur Permohonai* (h n irmbftrlan Hak f i l l  Ik Atas Tamil 

>->untu Badan Hukum

henurut ketentuan irenturan henteri Dalam Heg^ri 

homor 5 Tahun 1973 tenting Kptentuan-ketentuan Mengenai 

l a ta  ^ara Pemberian Hak Atae Tanah, permohonan untuk men- 

dapntkan tanah Angara dengan hak milik  diajukan kepada p,u - 

bernur kepala daerah atau menteri dalam negeri (eesuai de- 

Ngan pembagian tugas dan wewenang berdasar Peraturan Men- 

t e r i  hal am i^eger.L ftomor 6 Tahun 1972) ,  dengan perantaraan 

bupati/walikotamadya kepala daerah cq kepala kantor agra^ 

r i a  kabupaten/kotamadya yang bersan^kutan secara tertu lLa 

dan dibuat dalam rangkap enam yang disusun menurut formu- 

l i r  is ian .

Surat permohonan yang diajukan oleh pemohon (dalam 

hal in i badan hukumJ harus d i la 'np ir i  akta pendirian dan 

pengesahan badan hukum itu oleh Pemerintah, surat buî  t i  

hak a taa tanah yan^ pernah ada, gam bar uituaai/ukur yan/> 

dibuat oleh kantor prndat taran tanah setempat atau gpmb-vr 

karar yang dibuat oleh ppmohon eendlr i  (daHm hal ini o 'rh 

p<?nguru« badan hukumj serta surat;-eurat buKti perolehan 

hak eecara beruntun.

Setelah permohonan terrebut disampaikan kepada bu- 

pati/vmlikotamadya k^pala daerah cq kepala kantor agr^rja

;.6
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yang bersangkutan, pemohon berkewajiban membayar uanf p?r- 

eekot biaya yang diperkirakan untuk menyelesaikan permo- 

honan tersebut,  yakni meliputi biaya pengukuran, fatwa ta- 

ta guna tanah dan biaya pan it ia  pemeriksaan tanah* Setelah 

tugas-tugas in i  s e le sa i  seluruhnya, maka kepada pemohon 

diwajibkan melunasi biaya tersebut.

Apabila biaya-biaya tersebut telah d i lunas i ,  maka 

pemohon t ingga l  menunggu panggilan atau pemberitahuan ten- 

tang apakah permohonannya perlu dilengkapi dengan bukti- 

bukti la in  ataukah sudah lengkap. Selanjutnya diteruekan 

ke t ingkat propinsi atau diusulkan untuk d i to lak .  Apabila 

permohonan i tu  d i to lak ,  maka pemohon masih mempunyai hak 

untuk naik banding dengan mengajukan secara t e r tu l i s  kepa­

da menteri dalam negeri .

Bupati/walikotampdya kepala daerah cq kantor p.gra- 

r i a  kabupaten/kotamadya setelah raenerima permohonan hak 

m il ik  atas tanah, wajib mengadakan pencatatan ( r e g i s t r a n i )  

dan melakukan pemeriksaan apakah permohonan i tu  sudah t e r -  

masuk lengkap ataukah belum. J3agian-bagian yang mei’upaknn 

a ta f  kantor agraria  kabupaten/kotamadya berkewajiban me­

nyelesaikan bahan-bahan yang diperlukan untuk mengambil 

keputusan. Apabila bahan-bahan yang te reed ia  belum cukup, 

maka untuk mengambil keputusan, kepala kantor agraria b^r- 

rama-sama camat, lurah dan wakil in®tansi yang diperluknn 

^kesemuanya merupakan su^tu panitia pemeriksaan tanah) ne- 

gera melakukan pemrrikfla'in aetempat mengenni status tan^h
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yang dimohon i tu  dan setelah i tu  membuat r Isa iah  pemerik- 

raan tan^h.

Panit ia  pemeriksaan tanah wajib mengisi dengan 

lengkap dai'tar pertanahan eesuai formulir her i ta  acara pa- 

n i t i a  dan reluruh anggota hf run mempertanggungjawabkan ke- 

benaran data pertanahan itu* dengan berlakunya Peraturan 

Menteri l>alam Negeri JNomor 1 iahun 1975, maka panitia p<- 

merikeaan tanah berkewajiban pula mencantumkan harga darar 

hap i l  perumusan pan it ia  har^a daaar setempat. Apabila pp- 

n i t i a  harga dasar tersebut belum dapat merumuskan harga 

daaar yang berlaku untuk wilayahnya, maka pan it ia  pemerik- 

aaan tanah hanya boleh mencantumkan di dalam ber i ta  acara 

tanpa ada pengurangan-pengurangnn apapun* Hal in i  disebab- 

kan penjabat yan^ ^ ib e r i  wewenang berdasaj kan Peraturan 

Menteri JDalam Negeri Komar 6 ‘Iahun 197? i tu ,  berwenant* pu- 

la  untuk merumuskan jumlah/besarnya uang pemasukan dari 

ee t iap  permohonan hak atas tanah.

Selanjutnya, berka? permohonan tera^but di ata* be- 

serta  bahan-bahan dan r isa lah  pemeriksaan tanah dikirimkan 

kepada gubernur kepala daerah cq kepala d irek tora t  ag ra i ia  

propinsi dengan d i^er ta i  per timbaiifcan yan^ menerangkan 

bahwa permohonan itu d i t e tu ju i  atau d ito lak  karena alanen 

tertentu* 1)1 camping i tu ,  untuk men jam in adanya objekfc if l-  

t a s , maka perti.ub^nganny a wajib dikirimkan Juga kepada 

menteri dalam negeri dan kepada pemohon.

Gubernur kepala daerah cq kepala d irek to ra t  agrarta

8̂
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Hropinf i ,  setelah Tnenerima berkas permohonan hak dari  ^u- 

pati/valIkotamadya kepala daerah cq kepala kantor agra3’ ia 

kabupaten/kotnmadya, berkewajiban mengadakan reg is tras*  

dan pem^riksaan terhadap berkas tersebut. Apabila berkas 

eudah lengkap dan tidak ada keberaton, sedang wewenang un­

tuk memberi keputusan ada pada gubernur kepala daerah, ma­

ka kepala d irek to ra t  agraria  atas nama gubernur yang ber- 

sangkutan, segera mengeluarkan surat keputusan pemberian 

hak mil ik  ata3 tanah yang dlniohonkan Itu. balam hal weve- 

nang untuk memberi kepututan i tu  ada pad^ menteri dalam 

n e g e r i , mnkn berkae permohonan terrebut segera dikiriml'an 

kepada menteri dala^n negeri cq kepala d irek tora t  jenderal 

^  ra r ia .

Kutlpan surat kt[.utui^n kep;la d irek tora t  agrarJa 

propinf’ i tersebut dibua^ r^n^k^p dua, mas I rig-mae ing unluV 

diberlknn kepada penerim^ hak milik dan kepada bupati/v v  

1ikotamadya. Se^angkan ralinan srurat keputasan itu d tk i-  

rirckan kepada installs 1-ins tans 1 erba: aimana yang te l  d i ­

atur oJ * h leratu ian  ivn tp r i  ba^m Negeri di atas.

2. £>,yarat-s varat, 1 ember'an Hak h l l i k  Atas Tanah Kepada 

-daB-fluKura

Sebagaimana dijelaeknn dalam bab-bat sebelumnyR, 

bahwa 1 ?>dan-badan hukun yang dieebutkan dal^m pasal L l e r -  

aturan Pemerintah horaor 38 Tahun 1%5 adalah Badan-badrn 

hukum Yang iioleh Nempunyai dak M l i k  Atas Tanah* Namun de- 

mikian, dalam pemberian hak milik tersebut masih hprus d l -

^9
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Untukan beberapa persy a tan yang harue dipenuhi o l fh  ta­

rtan-bad^ n tersebut,

Syavat yang ditentukan untuk mempunyai hak mUik 

atas tanah oleh bank- ban k he gar a adalah bahwa tanah yan/*; 

ber sarigkutan:^

a. dipergunakan untuk tempat bangunan-bangunan ypng 

diperlukan guna rnenunaiknn tugasnya serta untuk ue- 

rumahan bagi pegawai-pe?awalnya;

b. yang berasal dari pembelian dalam pelelangan umum 

sebagai eksekuel d » r l  link bank yang bersangkutan 

selaku kreditur yang mempunyai hak h ipottk atau 

credietvecband atas tanah yanfr d i jna l  i tu .  £3ynrat 

Ini dieer-tai ketentuan b^hwa j ik a  bank sendiri t t -  

dak memerlukan t*jnah Itu untuk keperluan tersebut 

dalam huruf a, maka di dalam waktu eatu tahun sejak 

diperolehnya harus dialihkan kepada pihak lain yui# 

memenuhi syarat untuk mempunyai hak mil ik .  Jil.a 

yang bereangkutan aknn tetap dipunyai guna keperlu­

an tersebut pada huruf a, rn̂ ka diperlukan i j i n  m*n- 

t e r i  dalam neger i/d ir j^ r  agraria.

i>i sarnping i tu ,  bank-bank diwajltkrn pula untuk

member!tahukan kepada imnteri dalam neger l/d irektorat 

deral agrar ia  tentang tr nah-tanah yan*. dipunyainya d^ngin

19 iioedi narsono, hukum_ Agraria  I ndonesia Him puna a
i  ** :r a t u r an - P er a t u.r a n _ a. u k t m ^anah . c^t. V i ,  Ljambatan, Ja­
karta , 19^61 h• 855.
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menyebutkan macam haknya, letaknya, luasnya, dan penggitna- 

annya atau peruntukannya.

•tiagi perkumpulan-perkumpulan koperaei pertanian, 

syarat yang harus dipenuhi untuk mempunyai hak milik atas 

tanah adalah bahwa wilayah kerjanya berada dalam auasana 

pedesaan dan pemilikan i tu  terbatas pada tanah-tanah per- 

tanian Baja sampai pada luan maksimum sepert i  yang diatur 

dalam Undang-undang homor 56 -Prp 'I'ahun I960 tentang Pere- 

tapan l>uas ‘i'anah Pertanian (.Lembaran Negara Tahun I960 No- 

mor 174) •  Apabila diperlukan tanah yang leb ih  luas l a g i ,  

maka diberikan hak la in  yakni hak guna-usaha, bukan dengan 

hak m il ik ,  Demikian pula tanah-tanah yang dipergunakan un­

tuk keperluan kantor dan bartgunan-bangunan lainnya dalam 

menjalankan usahanya, tidak boleh dengan hak m il ik ,  mela- 

inkan dapat dimintakan hak guna-bangunan.

Menurut i f f e n d i  1’erangin, syarat yang harua dipe- 

nuhi oleh badan hukum koperasi untuk dapat mempunyai ha'< 

milik  atas tanah adalah eebagai berikut:

1. bentuknya : Koperasi yang didir ikan menurut UU no.
79/lq58.

2. usahanya i bidai>L per tanian, dan t*nah i tu  d iprr -
gunakan untuk pertanian.

3. wilayah kerjanya: berada dalam euaeana pedesaan
4. luasnya tanah yang d im i l ik i ,  terbatas sampai bat\r

maksimum yang dimaksudkan UU no, 56 Prp
I960. pn

xeraturannya: PP No. 38 tahun 1963.

Syarat bagi badan-badan keagamaan dan sos ia l  untuk

41
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L f fend i  Perangin, op. c l t . . h. 241.
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^apat 1 ampunyai hak m.Uik ata.s tanah adalph bohwa tanahnya 

harus dipergunakan untuk Uep^rlu^n-kfperluan yang lanfrung 

berhubungan dengan maha keagamaan dan eo e ia l ,  miealnya 

untuk mas j id ,  g e re ja ,  ku i l ,  pur a, rumah sak it ,  rumah pf mp- 

l iharaan yatim piatu, dan la  in - la in .

■badan-badan kefigamaan dan eoe ia l  i tu  perlu diturjuk 

satu dami satu, karena dalam prakteknya ser ingka l i  timbul 

keragu-raguan apakah eesuatu badan i tu  suatu badan keai a- 

maan/cosial atau bukan. bedanfkan untuk memperoleh penun- 

jukan i tu ,  badan yang bprsanfekutan harus mengajukan pe^mo- 

honan kapada menteri dal^m nrrgeri/rtirektorat jenderal * g- 

rar ia  dengan d is e r t a l  p< i tiinbangan mrnteri agama/sosial , 

tprutama mengenal soal apakah badan i tu  benar-benar badan 

keagamaan/sorial dan bapainiana peruntukan tanah-tanah 3 ang 

dikuaaninya. Permohonan teroefcut hnrus d is e r ta i  juga dc- 

ngan ppmberitahuan men^anai tanah-tanah yang eudah di pi ­

ny ai o.leh badan keagama m/Vo£?i a l  yang bersangkutan. 

i>. Hak dan Kewa.ilban Bad an tiukam lerhadar: Jiak M i l k  Atpr 

Tanahn.va

' aiam men^gunaknn hak milik ataa tanahnya, auatv 

badan hukum harue roangingat adanya kapentinpan eoriaL, k 

rana fipmua hak atas t^nah mempuayai lungsi s oe ia l ,  dr»miM- 

an manurut pacal 6 UluA. Ini b a r a r t i , bahwa pengguna^n t^- 

nah terirebut harua diae~uaikan dengan keadaan eehlngga di 

sampinp, memberi manfaat bag! pamilLknya yang mempunyai hak 

untuk rnemanfaatkanny a , Juga harue diueaiakari dapat niamteri
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Manfaat bagi masyarakat dan Negara.

Dalam hubungannya dengan fungsi sos ia l  in i ,  maka 

eudah sewajarnya bahwa tanah itu  harus d ipe l ihara  dengan 

baik, termasuk menambah kesuburannya serta  mencegah keru- 

eakan tanah yang d im i l ik i .  Dengan demikian, dalam menggu- 

nakan tanahnya, suatu badan hukum tidak dibenarkan melaku- 

kan cara-cara yang s i fa tnya  men^ganggu atau mprugikan ke­

pentingan umum, termasuk mentelantarkan tanah yang dihaki- 

nya dengan hak m il ik ,

Hakikat hak m il ik  menurut UUPA sebagai Hukum Agra- 

r i a  wasional, pada dasarnya telah d i j iw a i  dan dilandasi 

oleh Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Oleh karena 

i tu ,  dapat menempatkan hidup warganegara dalam taraf ke^e- 

rasian antara dimensi sos ia l  dan dimensi ind iv idua l .  Ja^i,  

meskipun hak milik  merupakan suatu lembaga yang merupak >n 

kepentingan ind iv idua l ,  kepentingan suatu pihak yang me- 

mang di l indungi oleh undang-undang, akan te tap i  harut d l -  

batasi oleh kepentingan masyarakat banyak eampai batas-M - 

tas kewajaran dan kelayakan tertentu,

Adapun kewajiban la in  yanp harus dilakukan olrh ha- 

dan hukum terhadap hak mil ik  atas tanahnya adalah menda'*- 

tarkan hak mil ik  atas tan*h tersebut ke kantor pendaitavan 

tanah (kantor a ^ r a r i a j , dengan tujuan menjamin kepastian 

hukum, Demikian pula set iap  pengalihan hak milik atas ta­

nahnya t harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang su^ali 

d iatur dalam UUPA dan aturan-aturan pelaksanaannya.
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H^UiUP

. V

1. Kerlmpulan

a. DiJihat dari s i i a t  dan hakikat hak mil ik  atas tannh 

menurut UlUA, maka eudah selayaknya apabila hanya 

warganegara Indonesia saja yang boleh mempunyai hak 

teroebut. bedangkan adanya badan-badan hukum yang 

ditunjuk untuk dapat mempunyai hak m il ik  atae tanah 

dengan Peraturan J^emerintah .Nomor 38 'l'ahun 1S63, 

bukan bera r t i  melanggar ketentuan bahwa hanya war- 

ganegara Indonesia eaja yang boleh mempunyai hal 

m i l ik ,  melainkan atas pertimbangan akan keperlurn 

masyarakat yang ami&at f>rat hubungannya dengan fa -  

ham keagamaan, s o s ia l ,  dan hubungan perekonomian, 

sehingga bliPA mengadakan suatu Mescape-clauseM yang 

memungkj.nkan badan-badan hukum tertentu dapat mrm- 

peroleh hak mil ik dengan syarat-syaratnya.

b. foepkipun undang-undan{, tentang hak mil ik  masih be- 

lum dibuat, namun yang telah diatur oleh UlilA me- 

ngenai apas-asas dan pokok-pokoknya i tu  telah dp pat 

'lenunjukkan b*?hw?. hak milik atae tanah adalah hfk 

jang penting, ee ' ingga pf rsi II kannj  ̂ nen^anut * c r r  

kebangsaan. berbc-ua dorian hak-hak atas tan^h l?ir. 

>ang dapat dipuriyal o.1 eh oranc ^.ring atau bad^n-ta- 

dan asing, nianinya hak pakai dan hak rewa.
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c. Prosedur permohonan dan pemberian hak milik atan 

tanah kepada badan hukum, dilakukan menurut prore- 

dur ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negrri 

fcomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan Me­

ngenai Tatfl Cara Pemberian Hak Atas Tanah. Sedang- 

kan syarat-syarat bagi badan hukum adalah menurut 

yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 

Tahun 1963.

a. Dalam pemberian hak milik  atas tanah, baik kepada 

badan hukum maupun kepada perseorangan, hendakn^a 

dilakukan pemeriksaan yang secermat-cermatnya te r -  

hadap id en t i ta s  peinohon, sehingga dapat dihindarkan 

adanya pen^uaaaan hak milik  atas tanah oleh subjek 

yang di larang oleh undang-undang.

b. Seauai dengan ketentuan paeal 50 ayat 1 jo pasal 56 

UUPA, maka perlu dalam waktu dekat dibuat Und'Uig- 

undang tentang Hak K i l i k ,  terutama dalam era <nema- 

euki tahap tin^gal Inndap dalam pe-nbangunan dl 1-.<?- 

gar* k i ta  terc in tu .  Dtn^an demikian, pengaturan - 

npenai hak mil ik  atas tanah diharapkan rnenj?di fu «-  

tu kesatuan hukum nat ional,  tidak l^ g i  dikenal hak 

mil ik  adat dan hak mil ik  menurut UUPA, melainkan 

dikenal adanya hak mil ik  atas tanah secara nasio- 

nal dan menyeluruh d i persada Auaantara te rc in ta .
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